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Mengingat

BUPATI TULUITGAGUNG

PROVINSI JAWA TIDTUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 46 TAIIUI 2OI7

TENTAITG

PEIYJABARAIT PERUBAIIAIT
ANGGARAIV PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

TAHUIY AIV(XIARAN 2OI7

DENGAN RAIIMAT TI'HAN YANG MAIIA ESA

BUPATI TULUNGAGUITG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2OL7 tentang Pembahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol7;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendahaxaarl Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AO4 Nomor 66, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO\

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2OO4 Nomor '1.26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aO59);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor

28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523a\;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201'4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587), sebagimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang No. 9 Tahun 2OI5 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan L'ayanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun zAn (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor t7L, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53aO);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5751;

LL.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2AO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor J-38, Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor 45761 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2OLO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 1" 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lfl;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972l' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AIO Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 123, Tasrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272l.;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ot4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLT tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ot4 Nomor 1991;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLI;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL7 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2Ot7;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2OlS
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.OT /2016
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OLT
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor t4
Tahun 2OOT tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung
Tahun 2OAT Nomor O3 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 10
Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2008 Nomor O1 Seri E);

3O. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16
Tahun 2OIO tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OLO Nomor O 1 Seri B)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17
Tahun 2A76 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung
Tahun 2Ot6 Nomor O5 Seri C);

31. Peraturan Daerah Kabupaten T\-rlungagung Nomor I
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2AL2
Nomor 01 Seri C);

32. Peraturan Daerah Kabupaten T\.rlungagung Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
T\rlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 Nomor O3 Seri Ch
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung Nomor 10
Tahun 2OI3 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun
20154-20t8;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tblungagung Nomor 22
Tahun 2OL6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

35. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 5
Tahun 2OLT tentang Pengelolaan Kemetrologian dan
Retribusi Teraf Tera Ulang di Kabupaten T\-rlungagung;

36. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 12
Tahun 2OL7 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2AL6 (Lembaran Daerah Kabupaten
T\rlungagung Tahun 2OI7 Nomor 1 Seri A);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13

Tahun 2AI7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OlT
Nomor 11 Seri E);

38. Peraturan Daerah Nomor i6 Tahun 2OI7 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2OL7 (Lembaran Daerah Kabupaten
T\.rlungagung Tahun 2Afi Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

MenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OtT semula
berjumlah Rp.2.4OT .253.9 1 6. 1 57,50 berkurang sejumlah
Rp.29O.9t4.773.729,41 sehingga menjadi Rp.2.698. 168.689.886,9 1 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula Rp

b. Bertambah Rp
2.405.247.428.157,50

83.824.419.318,33
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.489.O71,.847.475,83
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2. Belanja
a. Semula Rp 2.393.253.916.157,50
b. Bertambah Rp 282.914.773.729,4t

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2.676.168.689.886,91
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (157.096.842.411,08)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp 2.006.488.000,00 '

2) Bertambah Rp 2O7.090.354.411,O8 '

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 209.096.842.41 1,08

b. Pengeluaran
1) Semula Rp 14.000.000.000,00 .

2) Bertambah Rp 8.OOO.OOO.OOO,OO

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 22.OOO.O0O.0OO,OO

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rp 187.096.8+2.411,08
Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 0,00
berkenaan (SILPA)

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dart Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan pemndang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setirap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Ditetapkan di
pada tanggal

BT'PAfI

Tulungagung
11 Oktober 201?

di Tulungagung
t 1 Oktober 2At7
AERAH

Pembina Utarna Madya
MP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun zAtT Nomor 47

pada


